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Abstract

The issuance of Manpower Regulation 18/2022, which regulates the formulation of the 2023
minimum wage, resulted in an industrial polemic. This policy is supported by trade unions since
it will increase the minimum wage with higher margins, but was rejected by the majority of
employer organizations because it was considered inconsistent and deviated from the formulation
in Government Regulations 36/2021 on Wages. This article finds that the 2023 formulation is
fairer and more beneficial in comparison with the previous formula, since the alpha variable (o)
opens up the possibility for Wage Council to negotiate and bargain, a practice that has long been
abandoned. This study argues that the 2023 formulation should be here to stay, as it might be able
to revitalize the role of the wage council.
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Abstrak

Tindakan Pemerintah menerbitkan Permenaker 18/2022 yang mengatur formulasi upah minimum
tahun 2023 menuai polemik. Kebijakan ini didukung sebagian besar serikat pekerja karena
berimbas pada kenaikan UMP dan UMK dengan margin lebih tinggi dibanding kebijakan
sebelumnya, namun ditolak oleh mayoritas organisasi pengusaha karena menyimpangi PP 36/2021
tentang Pengupahan. Artikel ini meninjau formula penetapan upah minimum 2023 dari kerangka
kebijakan pengupahan, dan menemukan bahwa kebijakan ini lebih memberikan rasa keadilan dan
membawa kemanfaatan jika dibandingkan dengan formula menurut PP 36/2021 maupun PP
78/2015. Variabel alfa (o) dalam formula upah minimum 2023 membuka ruang dialog dan
negosiasi tripartit yang telah lama terkunci dalam Dewan Pengupahan. Hal ini diharapkan akan
mampu merevitalisasi peran Dewan Pengupahan, dan karenanya kebijakan formulasi upah
minimum 2023 penting untuk dipertahankan.

Kata Kunci: Dewan Pengupahan; Kebijakan Pengupahan; Pengupahan; Upah Minimum.

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai upah merupakan hal yang sangat krusial dan selalu memantik
perdebatan dalam khasanah hukum ketenagakerjaan. Sebagai salah satu unsur hubungan kerja
selain pekerjaan dan perintah, upah merupakan imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan yang
telah dilakukan oleh pekerja dan merupakan hak mutlak dari pekerja. Meski besaran upah secara
umum adalah hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, aturan ketenagakerjaan di Indonesia
mengatur upah dengan cukup ekstensif. Pengaturan mengenai upah diwujudkan melalui kebijakan
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pengupahan yang disebut sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahkan upah selalu memiliki peraturan pelaksana
tersendiri, yang saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Menurut Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kebijakan
pengupahan meliputi tujuh hal, yakni: 1) upah minimum; 2) struktur dan skala upah; 3) upah kerja
lembur; 4) upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; 5)
bentuk dan cara pembayaran upah; 6) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan, 7)
upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Dari ketujuh hal
tersebut, kebijakan pengupahan yang paling sering menjadi pokok perbincangan adalah terkait
upah minimum.

Upah minimum merupakan besaran upah bulanan terendah yang dapat diberikan pemberi
kerja kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum sering disebut
sebagai jaring pengaman upah, karena memberikan perlindungan bagi pekerja dari nilai upah yang
terlalu kecil dan eksploitatif (del Carpio, Messina, & Sanz-de-Galdeano, 2019; Junaedi, 2018;
Kahpi, 2018; Lee & Smith, 2019; Trimaya, 2014). Setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan diubah menjadi Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, upah
minimum kini hanya terdiri atas dua jenis, yakni upah minimum provinsi yang bersifat wajib untuk
ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur, dan upah minimum kabupaten/kota yang dapat
ditetapkan dengan syarat tertentu, juga oleh Gubernur.

Kritik dari akademisi hukum ketenagakerjaan menilai bahwa pasca berlakunya Undang-
Undang Cipta Kerja di tahun 2020, mekanisme penentuan upah minimum semakin tidak berpihak
pada kepentingan pekerja (Izzati, 2022a; Mahy, 2021; Riyanto, 2020; Terjomurti & Sukarmi,
2020). Hal ini jelas terlihat dari pembaruan formulasi perhitungan upah minimum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 36/2021) yang
pada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 membawa kenaikan upah terendah
sepanjang sejarah, yakni kenaikan rata-rata 1,09 persen secara nasional (Mahy, 2022). Akibatnya,
tensi penolakan pekerja terhadap UMP 2022 sangat memanas (Purnama, Gunawan, & Ali
Ramdhani, 2021). Beberapa bahkan berujung pada sengketa berkepanjangan, sebagaimana yang
terjadi pada sengketa PTUN penetapan UMP 2022 DKI Jakarta (Izzati, 2022b).

Gelombang penolakan formulasi upah minimum berdasarkan PP 36/2021 kian menguat
sepanjang tahun 2022. Berbagai serikat pekerja menyerukan ketidaksetujuan mereka apabila
formula PP 36/2021 tetap digunakan untuk menentukan UMP tahun 2023. Pada akhirnya,
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
(selanjutnya disebut Permenaker 18/2022). Hal paling krusial yang diatur dalam Permenaker
18/2022 adalah diubahnya formulasi penghitungan upah minimum untuk tahun 2023, yang mana
formula penghitungan ini menyimpangi formula yang sebelumnya diatur oleh PP 36/2021.

Permenaker 18/2022 ini kemudian menuai pro dan kontra. Kebijakan ini secara umum
didukung mayoritas serikat pekerja karena membuka asa kenaikan UMP dan UMK dengan margin
lebih tinggi dibanding UMP 2022, namun ditolak oleh mayoritas organisasi pengusaha karena
dianggap tidak konsisten dan menyimpangi PP 36/2021. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
bahkan telah melayangkan gugatan uji materi atas Permenaker 18/2022 ke Mahkamah Agung,
langkah yang kemudian didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
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Di luar pro dan kontra di atas, hal yang menarik dari formula penghitungan Upah Minimum
2023 yang diubah dalam Permenaker 18/2022 adalah munculnya koefisien alfa (variabel ¢) dalam
formulasi penghitungan UMP dan UMK. Sebelumnya, Pasal 25 ayat (4) PP 36/2021 menghitung
UMP dan UMK hanya dengan menggunakan variabel kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yakni
variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Ada pula nilai
pertumbuhan ekonomi atau inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah
tangga untuk menentukan batas atas dan batas bawah upah minimum yang diatur dalam Pasal 26
PP 36/2021.

Perbedaan mendasar dalam formulasi penetapan upah minimum 2023 dalam Permenaker
18/2022 adalah ditambahkannya variabel indeks tertentu yang disebut sebagai variabel alfa (o).
Variabel alfa (o) didefinisikan sebagai “wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi
tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu
0,10 sampai dengan 0,30.” Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Permenaker 18/2022. Menariknya,
penentuan nilai variabel alfa (g) dilakukan melalui proses negosiasi dewan pengupahan dengan
mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Secara tidak langsung,
dimunculkannya variabel alfa (¢) dalam formula penentuan upah minimum telah membuka
kembali ruang dialog dalam dewan pengupahan daerah. Ruang dialog ini telah lama hilang, karena
semenjak PP 78/2015 maupun PP 36/2021, penentuan UMP dan UMK telah dikunci oleh formula
yang sepenuhnya mengacu pada data-data makro ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber
dari Badan Pusat Statistik (Wulansari, 2021).

Hilangnya proses negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan akibat formula upah minimum
yang restriktif dalam PP 78/2015 maupun PP 36/2021 menjadikan peran Dewan Pengupahan
dikerdilkan semata sebagai “tukang stempel” rekomendasi UMP dan UMK setiap tahunnya
(Caraway, Ford, & Nguyen, 2019). Nyaris tidak ada lagi dialog tripartit yang dapat dilakukan di
Dewan Pengupahan masing-masing Provinsi, sehingga fungsi dewan pengupahan sebagai
pembuat kebijakan pengupahan juga menjadi sangat minim. Dalam konteks inilah, kemunculan
variabel alfa (¢) dalam formula penetapan upah minimum 2023 menjadi semakin menarik untuk
didiskusikan. Keberadaan variabel alfa (o) dapat dilihat sebagai peluang revitalisasi Dewan
Pengupahan, khususnya Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,
karena membuka kesempatan terjadinya dialog aktif dan konstruktif antara unsur Pekerja,
Pengusaha, dan Pemerintah dalam proses penentuan besaran final UMP dan UMK tiap-tiap daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan membahas dua
rumusan masalah utama: 1) bagaimana perubahan aturan dan formula upah minimum 2023
ditinjau dari kerangka evaluasi kebijakan pengupahan; 2) apakah variabel alfa (¢) yang
diperkenalkan dalam Permenaker 18/2022 dapat mendorong revitalisasi peran dewan pengupahan.

B. Pembahasan

1. Perubahan Aturan dan Formula Penetapan Upah Minimum 2023 dalam Kerangka
Evaluasi Kebijakan Pengupahan

a. Kebijakan Pengupahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Revisi sebagian isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut
dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, membawa konsekuensi yang cukup signifikan terhadap kebijakan
pengupahan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan dan formulasi upah minimum.
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Sebelumnya, berdasarkan UU 13/2003 dan PP 78/2015 sebagai peraturan pelaksana terkait
pengupahan, terdapat empat jenis upah minimum, yakni: Upah Minimum Provinsi, Upah
Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral, dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota. Namun, pasca diundangkannya UU 11/2020, hanya terdapat dua jenis upah
minimum, yakni Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Di antara
kedua jenis upah minimum ini pun, hanya Upah Minimum Provinsi yang wajib untuk
ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat
ditetapkan dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa penetapannya bersifat opsional.

Terdapat akademisi yang berpendapat bahwa sebagian besar perubahan kebijakan
pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dapat dikatakan merupakan transformasi dari aturan yang sebelumnya telah
ada dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan (Mahy, 2021). Namun, salah satu hal krusial yang
memunculkan banyak kritik terhadap kebijakan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah dihapuskannya Pasal 89 UU
13/2003 yang salah satunya menyebut bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan hidup layak. Alih-alih, Pasal 88D yang tercantum dalam UU 11/2020 secara spesifik
menyebut bahwa upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah
minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Dihapuskannya kebutuhan hidup layak sebagai arah pencapaian upah minimum dapat
dikatakan tidak sejalan dengan fungsi kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya
mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Bruckmeier
& Bruttel, 2021; Schulten & , & Miiller, 2019). Hal ini juga membuka kemungkinan tidak
sesuainya kenaikan upah minimum dengan kenaikan kebutuhan hidup pekerja, di saat kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan secara makro sedang menurun (Hidayah, Cloet, & Pradhan,
2021), kekhawatiran yang sebenarnya telah terbukti dalam penetapan upah minimum 2022 yang
nilainya dirasa jauh dari rasa keadilan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
11/G/2022/PTUN.JKT antara DPP Apindo Jakarta melawan Gubernur DKI Jakarta menjadi
salah satu contohnya.

Kebijakan pengupahan pasca UU 11/2020 juga menghapuskan upah minimum sektoral.
Perubahan yang menurut banyak pihak kurang berdasar, mengingat upah minimum sektoral
dirasa mampu menumbuhkan ruang diskusi tripartit dalam sektor-sektor tertentu. Perubahan
lainnya yang juga menimbulkan banyak perdebatan di kalangan akademik dan pekerja adalah
dikecualikannya ketentuan upah minimum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Di satu sisi,
pengecualian ini dibuat untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro dan Kecil (Hamid &
Hasbullah, 2021) sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Namun di
sisi lain, pengecualian terhadap upah minimum ini tentu dipandang merugikan dan tidak
memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil.

b. Perubahan Formula Upah Minimum Menurut PP 78/2015, PP 36/2021, dan
Permenaker 18/2022

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebelum dicabut melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menyebut secara eksplisit bahwa upah minimum dihitung dengan menggunakan formula
perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, namun
formula ini tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi tahun 2020.
Formula penghitungan upah minimum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU
11/2020. PP 36/2021 menggantikan PP 78/2015, yang artinya formula penghitungan upah
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minimum yang sebelumnya diatur dalam PP 78/2015 juga berubah terhitung sejak
dikeluarkannya PP 36/2021.

Formula perhitungan upah minimum berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebelumnya cukup sederhana, yakni perkalian
antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi ditambah pertumbuhan produk domestik
bruto. Sementara itu, formula penghitungan upah minimum berdasarkan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memiliki lebih banyak variabel, serta
dihitung dengan menggunakan batas atas dan batas bawah upah minimum. Penentuan batas atas
dan batas bawah ini dihitung dari nilai rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya
Anggota Rumah Tangga (ART), dan rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah
tangga.

Secara umum, formula perhitungan upah minimum menurut PP 36/2021 berpotensi
memberikan margin kenaikan upah minimum lebih kecil jika dibandingkan dengan formula
menurut PP 78/2015 karena adanya batas atas yang menjadi acuan batas tertinggi bagi upah
minimum yang akan ditetapkan. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyusun kebijakan
berdalih bahwa adanya batas atas dan batas bawah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
upah antar wilayah, namun pihak serikat pekerja meyakini bahwa formula yang diatur dalam
PP 36/2021 merupakan legalisasi rezim upah murah yang merugikan pekerja (Caraway & Ford,
2020; Wulansari, 2021).

Pada kenyataannya, formula penghitungan upah minimum menurut PP 36/2021 yang
digunakan untuk menentukan UMP dan UMK 2022 memang banyak menuai polemik. Yang
terjadi di DKI Jakarta menjadi salah satu contoh. Gubernur DKI Jakarta pada awalnya
menetapkan UMP 2022 DKI Jakarta sesuai dengan formulasi PP 36/2021, yang hanya
menghasilkan kenaikan UMP sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya. Ketetapan ini menuai
protes besar-besaran dari para pekerja, karena nilai kenaikannya bahkan jauh di bawah nilai
inflasi di DKI Jakarta. Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta mengubah penetapan UMP 2022 DKI
Jakarta menjadi sebesar 5.1%, Nilai ini tidak mengacu pada formula PP 36/2021 melainkan
diambil berdasarkan diskresi dari Gubernur DKI Jakarta. Berbalik arah, keputusan ini kemudian
digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI
Jakarta (Izzati, 2022b).

Polemik yang terjadi di DKI Jakarta hanya salah satu contoh yang menunjukkan
problematika formula penghitungan upah minimum berdasarkan PP 36/2021. Di berbagai
daerah lain, aksi demonstrasi dan protes juga dilayangkan karena nilai kenaikan upah minimum
sangatlah kecil dan berada di bawah nilai inflasi, alih-alih kebutuhan hidup layak pekerja.
Akibatnya, sepanjang tahun 2022 muncul dorongan kuat terhadap pemerintah untuk merevisi
formula penetapan upah minimum, yang akhirnya berujung pada dikeluarkannya Permenaker
18/2022 yang memberikan formula penetapan upah minimum yang baru.

Berbeda dengan formula penentuan upah minimum menurut PP 36/2021, formula upah
minimum dalam Permenaker 18/2022 tidak lagi menggunakan batas atas dan batas bawah.
Selain itu, formula dalam Permenaker 18/2022 juga menggunakan variabel alfa (o) sebagai
pengali variabel pertumbuhan ekonomi, yang nantinya akan ditambahkan dengan nilai inflasi
di daerah tersebut untuk mendapatkan hasil penyesuaian nilai upah minimum. Permenaker
18/2022 mengatur variabel alfa (o) dalam rentang nilai terbatas, yakni antara 0,10 sampai
dengan 0.30. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Daerah dalam rapat penentuan upah minimum
akan menegosiasikan berapa nilai variabel alfa (¢) yang akan digunakan, dengan
mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
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c¢. Evaluasi Kebijakan Pengupahan dalam Perubahan Aturan Upah Minimum 2023

Bagian menimbang Permenaker 18/2022 menyebut bahwa aturan ini dibuat dengan
mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta untuk menjaga daya beli
pekerja. Ruang diskresi yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengubah
formula perhitungan upah minimum 2023 dengan pertimbangan keadaan ekonomi yang sedang
bergejolak dan nilai inflasi yang sedang tinggi tentu perlu diapresiasi. Hal yang tidak diakui
Pemerintah adalah, dikeluarkannya Permenaker 18/2022 secara tidak langsung telah
mengonfirmasi kritik banyak pihak bahwa formula penentuan upah minimum dalam PP
36/2021 tidak tepat dan jauh dari rasa keadilan (Hidayah et al., 2021; Julaicha, Wijayanti, &
Sahid, 2022).

Hilangnya kebutuhan hidup layak sebagai acuan penetapan upah minimum dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maupun PP 36/2021 menjadi evaluasi paling
mendasar dari formula penentuan upah minimum pasca berlakunya rezim Undang-Undang
Cipta Kerja. Terbukti, upah minimum yang hanya berpatokan pada data makro yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan formula rumus baku yang diatur dalam PP
36/2021 justru berbuah kenaikan upah minimum yang berada di bawah tren inflasi di tahun
2022.

Akar masalah dalam kebijakan pengupahan Indonesia, khususnya terkait dengan
penentuan upah minimum, sebenarnya tidak berawal dari PP 36/2021. Problem terkait
hilangnya ruang negosiasi antara unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam sidang
Dewan Pengupahan sudah dimulai sejak berlakunya PP 78/2015 yang juga menggunakan
rumus matematika dalam penentuan UMP dan UMK setiap tahunnya. Pemerintah saat itu
berdalih bahwa menggunakan formulasi yang berasal dari data makro akan memberi kepastian
hukum dan kestabilan ekonomi (Caraway et al., 2019; Wulansari, 2021). Namun di sisi lain,
kebijakan ini sangat melemahkan semangat negosiasi tripartit yang sebelumnya bisa dilakukan
dalam proses penentuan upah minimum setiap tahunnya (Comola & De Mello, 2011; Pribadi,
Warka, & Nasution, 2019; Wulansari, 2021).

Munculnya Permenaker 18/2022 menjadi pilihan kebijakan yang menarik untuk dianalisis
lebih lanjut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Permenaker 18/2022 membuat formula
baru dalam penentuan upah minimum. Yang membedakan formula penentuan upah minimum
2023 ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah adanya variabel alfa (o) yang hanya diatur
dalam bentuk range, sehingga perlu dinegosiasikan lebih lanjut dalam proses penentuan upah
minimum. Artinya, meski tetap menggunakan rumus matematika, formulasi yang digunakan
dalam Permenaker 18/2022 lebih terbuka dan memberi ruang diskusi, jika dibandingkan dengan
formula sebelumnya di PP 36/2021 maupun PP 78/2015.

Menurut penulis, meski banyak dianggap sebagai sebagai kebijakan yang berpihak pada
serikat pekerja, Permenaker 18/2022 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kebijakan jalan
tengah. Di satu sisi, formulasi upah minimum tetap berbasis pada data ekonomi makro yang
disediakan oleh BPS. Di sisi lain, formula ini memiliki faktor alfa dengan range 0,10 sampai
dengan 0,30 yang membuka ruang negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan Daerah yang
berisi perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan kata lain, formulasi penetapan
upah minimum dalam Permenaker 18/2022 sebenarnya lebih mampu memberikan rasa keadilan
dan membuka ruang diskusi sehat dalam penentuan upah minimum melalui dewan pengupahan
daerah.
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2. Variabel Alfa (o) dalam Permenaker 18/2022 dan Revitalisasi Fungsi Dewan
Pengupahan

a. Peran Dewan Pengupahan dalam Penetapan Upah Minimum

Dewan Pengupahan merupakan amanat dari Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diatur dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Secara umum, Pasal 2
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
menyebut bahwa Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit,
yang terdiri atas unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Terdapat tiga jenis Dewan
Pengupahan, yakni: Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota.

Dewan Pengupahan Nasional lebih berperan untuk memberikan saran dan pertimbangan
kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem
pengupahan nasional. Sedangkan dalam penetapan upah minimum, yang paling berperan
adalah Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Hipan, 2021;
Saepulloh & Laksana, 2023; Santoso & Asri Wijayanti, 2020). Peran Dewan Pengupahan
Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi UMP dan
UMK kepada Gubernur, sekaligus menandai transisi desentralisasi yang terjadi di Indonesia
(Caraway et al., 2019). UU 13/2003 mengatur Kebutuhan Hidup Layak sebagai benchmark
untuk penetapan UMP dan UMK, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan
Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menghitung dan memberikan
rekomendasi UMP dan UMK kepada Gubernur. Gubernurlah yang kemudian memiliki
kewenangan akhir untuk menetapkan UMP dan UMK (Bagijo, 2021), dengan dasar
rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota.

Di awal kemunculannya, peran Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum
lebih banyak disandarkan pada data ekonomi makro, seperti nilai inflasi, bukan melalui survei
lapangan langsung untuk memetakan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah
(Tjandra, 2016). Namun, sejak tahun 2009, serikat-serikat pekerja di daerah mulai menekan
Dewan Pengupahan agar menyesuaikan nilai upah minimum dengan angka Kebutuhan Hidup
Layak di lapangan (Tjandraningsih & Herawati, 2009). Melalui upaya-upaya kolektif dari
serikat pekerja, mulai dari negosiasi, demonstrasi, hingga mogok kerja, beberapa daerah
akhirnya menaikkan upah minimum dengan nilai sangat signifikan dalam penentuan UMP di
tahun 2011-2013, mengikuti angka KHL hasil survei lapangan, dengan nilai kenaikan tertinggi
mencapai 20,95% (Caraway et al., 2019).

Tren kenaikan UMP dan UMK dengan nilai signifikan di berbagai daerah industri di
Indonesia masih terus berlanjut hingga tahun 2015, dengan rerata kenaikan pertahun 11-17
persen di daerah-daerah industri (Mahesa & Sabar, 2019). Namun, hal ini berhenti dengan
kemunculan PP 78/2015 yang mengatur bahwa upah minimum ditentukan dengan formula.
Pasca munculnya PP 78/2015, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota masih memiliki kewenangan untuk merekomendasikan UMP dan UMK,
namun ruang negosiasi untuk mendapatkan UMP dan UMP lebih tinggi dalam sidang dewan
pengupahan telah tertutup (Caraway et al., 2019; Wulansari, 2021).

Tertutupnya peran dewan pengupahan dalam negosiasi UMP dan UMK semakin
diperparah dengan perubahan formula penentuan UMP dan UMK menurut PP 36/2021. Batas
atas yang ditentukan dalam formula di PP 36/2021 mengecilkan kenaikan UMP di tahun 2022
dengan rerata 1,09%, terendah sepanjang sejarah kenaikan UMP di Indonesia. Sudah barang
tentu, hal ini menimbulkan gejolak penolakan dari pekerja di seluruh Indonesia. Pada akhirnya,
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker 18/2022 yang
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memberikan formula penetapan UMP dan UMK baru. Dengan formula ini, rerata kenaikan
UMP 2023 secara nasional ada di angka 7,5%, jauh lebih baik jika dibanding dengan
perhitungan UMP berdasar formula PP 36/2021.

b. Variabel Alfa (¢) dan Revitalisasi Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan sudah selayaknya memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan
pengupahan secara nasional, maupun berperan aktif dalam penentuan UMP dan UMK di
daerah. Menutup ruang diskusi dan negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan, akan
menumpulkan peran dan fungsi Dewan Pengupahan itu sendiri. Sebagaimana telah diulas dalam
pembahasan sebelumnya, hal paling menarik dalam perubahan formula penetapan upah
minimum 2023 menurut Permenaker 18/2022 adalah munculnya variabel alfa (¢). Penulis
meyakini bahwa adanya variabel alfa (¢) dalam formula penentuan upah minimum 2023 telah
membuka kembali ruang-ruang diskusi dan negosiasi dalam Dewan Pengupahan sepanjang
proses penentuan upah minimum tahun 2023, sebuah peran yang telah lama hilang sejak
disahkannya PP 76/2015.

Penggunaan variabel alfa (o) dalam formula penentuan upah minimum merupakan praktik
baik yang seharusnya patut dipertahankan. Namun, formula ini menurut Kementerian
Ketenagakerjaan hanya bersifat sementara, dan penentuan upah minimum tahun 2024 dan
selanjutnya akan tetap menggunakan formula menurut PP 36/2021. Padahal, jika mengacu pada
asas keadilan dan kemanfaatan (Utami, 2019), maka formula Permenaker 18/2022 justru lebih
memberikan keadilan dan kemanfaatan; dalam hal ini memberikan keadilan upah minimum,
dan memberi kemanfaatan bagi revitalisasi Dewan Pengupahan.

Berbagai riset telah menunjukkan betapa sosial dialog dan negosiasi-negosiasi tripartit
antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki imbas positif terhadap kondisi hubungan
industrial di suatu negara (Fashoyin, 2004; Galgoczi, 2020; Han, Jang, & Kim, 2010; Ozaki &
Rueda-Catry, 2000). Dalam konteks Indonesia, keberadaan Dewan Pengupahan merupakan
salah satu bentuk dialog tripartit yang paling nyata. Karena itu, mendorong revitalisasi Dewan
Pengupahan, baik Dewan Pengupahan Nasional maupun Dewan Pengupahan Provinsi dan
Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diupayakan bersama. Mempertahankan variabel
alfa (g) dalam formula penentuan upah minimum provinsi maupun upah minimum
kabupaten/kota kiranya merupakan preseden baik dalam membuka ruang dialog dan negosiasi
dalam sidang Dewan Pengupahan, yang pada akhirnya diharapkan mampu melecut revitalisasi
Dewan Pengupahan secara menyeluruh.

C. Simpulan

Perubahan formula penetapan upah minimum 2023 melalui Permenaker 18/2022 secara tidak
langsung telah mengkonfirmasi kritik terhadap kebijakan pengupahan pasca Undang-Undang
Cipta Kerja, utamanya terkait formula upah minimum berdasarkan PP 36/2021. Pilihan untuk
rumus matematika yang hanya disandarkan pada data makro ekonomi untuk penghitungan upah
minimum, terbukti tidak mampu menghasilkan nilai upah minimum yang memberikan rasa
keadilan di masyarakat dan justru menimbulkan banyak polemik. Hal yang telah jelas terjadi dalam
penetapan upah minimum 2022. Karena itulah, terbitnya Permenaker 18/2022 adalah diskresi
pemerintah yang perlu diapresiasi. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah yang
menguntungkan bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja. Karena di satu sisi, formulasi upah
minimum tetap berbasis pada data ekonomi makro yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS). Di sisi lain, formula ini memiliki variabel alfa (o) dengan range 0,10 sampai dengan 0,30
yang membuka ruang negosiasi dalam sidang Dewan Pengupahan.

Di luar pro kontra terkait Permenaker 18/2022, variabel alfa (¢) dalam formula penentuan
upah minimum 2023 dapat menjadi preseden baik dalam mendorong ruang dialog dan negosiasi
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dalam Dewan Pengupahan, khususnya Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan akan mampu merevitalisasi peran
Dewan Pengupahan yang selayaknya vital dalam kerangka kebijakan pengupahan di Indonesia.
Karena itulah, pencantuman ‘indeks tertentu’ dalam revisi pasal 88D Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menarik untuk ditunggu lebih lanjut peraturan
teknisnya. Harapannya, formulasi penetapan upah minimum dalam peraturan turunan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 akan lebih memberikan ruang negosiasi dalam penetapan upah
minimum provinsi dan upah minimum kabupaten, dibandingkan formulasi yang sebelumnya
diatur dalam PP 36/2021.
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